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Abstrak 
Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga sering melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada, hal ini dapat dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Artikel ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.  Teori kewenangan tindakan Pejabat ASN yang tidak netral dalam Pilkada, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena tidak terdapat: atribusi, delegasi, dan mandat. Mengingat Tindakan pejabat ASN yang mendukung salah satu pasangan calon tidak ada unsur ketiga hal tersebut, maka tindakan tersebut masuk dalam katagori cacat kewenangan.
Kata Kunci : pertanggungjawaban, netralitas, teori kewenangan.
Abstract

The State Civil Apparatus (ASN) is suspected of frequently committing violations, this can be subject to employment sanctions as regulated in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus and Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. This article aims to understand accountability of the state civil apparatus as referred to in Article 71 paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. This article uses a normative juridical legal research method, with an approach to legislation, a case approach and a conceptual approach. The theory of authority for the actions of ASN officials who are not neutral in the Pilkada is a form of abuse of authority because there are no: attribution, delegation, and mandate. Considering that the actions of ASN officials who support one of the pairs of candidates do not have any of these three elements, then the action is included in the category of disability.

Keywords: accountability, neutrality, theory of authority.
PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechsstaat), sebagaimana tertuang dalam konstitusi yaitu. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum yang elementer yaitu ditandai dengan adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam pesta demokrasi yaitu perhelatan pemilu guna memilih Presiden dan Wakil Presiden,  pemilihan umum Legislatif dan pemilihan Kepala Daerah.
Pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Propinsi serta memilih Bupati atau Walikota pada level Tingkat II, yang secara rutin digelar setiap 5 (lima) tahun sekali (Wulandari Widuri 2016). Pilkada tersebut merupakan refleksi dari mekanisme alam demokrasi untuk memilih putra putri terbaik bangsa di daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dan dalam Pilkada inilah rakyat menyampaikan aspirasinya secara langsung, umum, bebas dan rahasia guna memilih calon-calon pemimpin yang didukungnya .


Fenomena  menarik yang selalu menghiasi seputar masalah Pilkada adalah keberadaan Aparatur Sipil Negara yang dituntut untuk selalu menjaga netralitasnya dalam pesta demokrasi tersebut. Mengingat ASNmempunyai peran yang srategis dalam pilkada khususnya dalam hal dukung mendukung terhadap para calon yang bertarung dalam pilkada. Keberadaan Aparatur Sipil Negara yang rentan terlibat pada nuansa politik praktis untuk dukung mendukung calon Kepala Daerah yang ikut dalam konstelasi Pilkada (Fajlurrahman Jurdi 2018).
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN yang selanjutnya disebut dengan Undang –Undang ASN telah mengamanatkan bahwa ASN haruslah netral dalam Pilkada. Netral dalam arti tak diperbolehkan terlibat saling aksi dukung mendukung/ berpihak kepada salah satu calon Kepala Daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f, yang mengatur ketentuan bahwa “Netralitas” pada hakekatnya merupakan salah satu asas bagi penyelenggaraan suatu kebijakan dan manajemen ASN yang mana para pegawai ASN tidak boleh berpihak terhadap segala bentuk pengaruh yang datangnya dari siapapun/manapun, dan tidak melakukan keperpihakkan untuk kepentingan siapapun khusunya dalam hal perhelatan Pilkada (Harahap Abdul Asri 2005). Beberapa larangan yang ibaratnya kode etik bagi ASN yang tidak boleh dilakukan selama fase Pilkada, mengacu pada peraturan pelaksana dari Undang – Undang yang mengatur tentang PNS atau sekarang dikenal dengan istilah ASN.
Menurut data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat, mencatat adanya laporan yang bersifat pengaduan sebanyak 1.005 PNS atau sekarang dikenal ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas selama digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Poerwadarminta 2006). Kemudian ditemukan fakta dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU) divisi Bidang Pengawasan dan Sosialisasi merilis adanya dugaan sekitar 700 ASN yang ditengarahi  terlibat dalam pelanggaran tidak netral, utamanya terkait netralitas menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar pada tahun 2020 (Dedi Mulyadi 2012).
Sementara selama proses pelaksanaan Pilkada berbarengan tahun 2020, BAWASLU menginventarisir 1056 kasus yang patut diduga sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Statistik pelanggaran tersebut menetengahkan indikasi cukup tinggi pelanggarannya apabila dikompair dengan terjadinya pelanggaran pada tahun – tahun sebelumnya yakni 2018, dimana pada rentang tahun 2018 tersebut hanya ditemukan 491 pelanggaran oleh BAWASLU (Anon n.d.).
Ditemukan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatat berdasarkan meta data yang dibuat per 30 September 2020 (Anon n.d.), dan ditemukan adanya 694 orang yang berstatus aparatur sipil negara yang dilaporkan dengan tuduhan dugaan melakukan tindakan pelanggaran dengan mengabaikan asas netralitas yang semestinya dipegang oleh ASN dalam tahapan pelaksanaan proses perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak tersebut (Rahma Andayani 2018). Sementara itu pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat/publik, melaporkan adanya 167 kasus dugaan pelanggaran atas netralitas yang dilakukan oleh abdi masyarakat tersebut. Publik mencatat bahwa prosentase bentuk pelanggaran netralitas terbesar  adalah keterlibatan sang abdi masyarakat tersebut dalam kegiatan kampanye yang memanfaatkan media social (Prakoso 1987) . 

Dalam tindakan berkategori pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN tersebut, telah diterapkan sanksi kepegawaian yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman   disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.  Pelanggaran netralitas ASN termasuk di dalamnya terkait sanksi hukumannya pada prinsipnya telah diatur dalam regulasi yang khusus mengatur tentang ASN (Lex spesialis) (H.Purba 2010). Namun demikian permasalahan pelanggaran netralitas ASN ini tidak berhenti sampai disitu, karena dalam realitasnya (fakta hukum) ternyata ASN yang tidak netral dalam Pilkada juga dapat dijerat dengan sanksi pidana (Yusdianto n.d.). Pemidanaan tersebut diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU Tentang Pilkada.
Kasus pelanggaran netralitas ASN menarik untuk dikaji dan dianalisa lebih dalam, mengingat pemidanaan tersebut bagi ASN tentu sangat memberatkan karena pada prinsipnya ASN sudah diberikan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS (Amin 2013).Namun disisi lain ASN yang melakukan pelanggaran netralitas juga dapat dikenakan hukuman  pidana sebagaimana diuraikan dimuka. 
Penelitian ini untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban aparatur sipil Negara apakah semua ASN pada level jabatan apapun termasuk subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditinjau dari perspektif  Undang – Undang ASN dan teori kewenangan. Sementara terkait pertanggungjawaban pidana penulis akan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan ASN atas ketidaknetralannya dalam pilkada, apakah pertanggung jawaban pribadi atau jabatan.
METODE

Metode penulisan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan mengkaji semua bahan pustaka/bahan sekunder yang berkorelasi  dengan isu hukum. Menggunakan pendekatan secara konseptual (conceptual approach) yang berembrio dari sebuah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan suatu gagasan atau ide yang pada konteks akhirnya akan melahirkan konsep-konsep hukum (Peter Mahmud Marzuki 2020). Pendekatan kasus (Case Approach) apabila ditemukan seorang pejabat ASN  memihak salah satu pasangan calon.
Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Dimana bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua regulasi yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dengan segala kompleksitasnya serta regulasi yang mengatur tentang Pilkada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pejabat ASN Dalam Undang – Undang ASN
Suatu hal yang menarik disini adalah apakah semua ASN pada jenjang apapun atau dengan kata lain dalam tingkatan apapun termasuk merupakan unsur dalam subyek hukum Pejabat ASN dalam perspektip Undang – Undang ASN (Watunglawar 2015).Hal ini menarik dianalisis karena berhubungan langsung dengan unsur “Pejabat ASN’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang Undang tentang Pilkada.
Pada prinsipnya Undang-Undang ASN membagi 3 (tiga) jabatan yaitu (Silawayi 2019): Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan pimpinan Tinggi.  Terkait dengan katagori Pejabat dalam Undang-Undang Tentang ASN membaginya dalam 3 (tiga) cluster (kelompok) Pejabat, yaitu : Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang ASN dijelaskan sebagai berikut :

a) Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

b) Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduk Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

c) Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Lebih jelas dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pasal 13 

Jabatan ASN terdiri atas : 

a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional dan ;
c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas;
c. jabatan pelaksana.
Pasal 15

1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pada jabatan Fungsional dapat digambarkan sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan 

fungsional keahlian dan jabatan fungsional 

keterampilan.

(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas:

a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda dan; 

d. ahli pertama.

(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. penyelia

b. mahir

c. terampil

d. pemula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan terakhir terkait jabatan Tinggi Pratama dapat dilihat pada :

Pasal 19

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

a. jabatan pimpinan tinggi utama;
b. jabatan pimpinan tinggi madya dan;
c. jabatan pimpinan tinggi pratama. 

(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui :

a.
Kepeloporan dalam bidang:

1.
Keahlian profesional;

2.
Analisis dan rekomendasi kebijakan; dan

3.
Kepemimpinan manajemen.

b.
Pengembangan kerja sama dengan instansi lain; 
dan

c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN 
dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku 
ASN.

(3)
Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan 
syarat kompetensi, 
kualifikasi, kepangkatan, 
pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan 
integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya dalam perspektif Undang – Undang Tentang ASN semua ASN pada tingkatan apapun baik dalam katagori jabatan administrasi, jabatan pengawas dan jabatan tinggi adalah merupakan Pejabat ASN. Sehingga ASN merupakan subyek Hukum Pejabat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 undang – undang Tentang Pilkada. 

Teori Kewenangan

Pejabat ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalam Pilkada misalnya mendukung salah satu calon pasangan dengan menyebarkan leafet, memasang baliho atau banner, membagikan sembako, ikut kampanye dan bentuk bentuk pelanggaran lainnya yang beraneka ragam (Juhari 2017). Hal tersebut merupakan tindakan yang bukan kewenangannya sebagai Pejabat ASN. Dalam teori kewenangan suatu tindakan dianggap merupakan bagian dari kewenangannya jika memenuhi unsur atribusi, delegasi dan mandate. 

Menurut Indroharto, wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya (H.Purba 2010). Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Lebih jauh J.G. Brouwer berpendapat : Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sementara pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas Namanya (Mulyono 2015).
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Philipus M Hadjon yang intinya bahwa kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber tersebut yaitu atribusi, delegasi dan mandate. Bahkan Philipus M Hadjon lebih jauh menyatakan bahwa cacat dalam aspek-aspek diantara 3 (tiga) unsur tersebut menimbulkan apa yang disebut dengan cacat kewenangan. 
Tindakan yang dilakukan Pejabat ASN yang tidak netral tersebut dalam faktanya tidak terdapat unsur atribusi, delegasi dan mandate. Tindakan yang dilakukan bukan pembagian kekuasaan dari pusat (atribusi), tidak terdapat pelimpahan wewenang dari atas (delegasi), dan  tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan dari pemberi mandat (mandator) yang memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya, tidak ada suatu mandat yang diberikan kepada dirinya untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang – Undang (Yamin 2013). Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kontek Pejabat ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dalam pilkada termasuk dalam cacat kewenangan. Tindakan pejabat ASN yang tidak netral dalam Pilkada  tersebut murni merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan Perundang – undangan baik Undang – Undang Pilkada maupun Undang – undang Tentang ASN.
Pertanggungjawaban pidana

Pelanggaran netralitas ASN, dengan ikut terjun dalam dunia politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon adalah murni kegiatan pribadi, sama sekali tidak berkaitan dengan Jabatan/tugas pokok fungsi kedinasan di intansi pejabat ASN tersebut bertugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat (Masyelinah Boyoh 2015). Tidak ada tugas jabatan yang berkaitan dengan tindakan memihak pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.  Pasal 51 ayat (2) KUH Pidana, yaitu  pada intinya bahwa konsekuensi tindakan pelanggaran netralitas yang dilakukan pejabat ASN tersebut merupakan tanggungjawab pribadi bukan merupakan tanggung jawab jabatan kecuali tindakan yang dilakukan tersebut dalam perintah jabatan yang sah (Hariman Satria 2018).
Guna membuktikan tindakan ASN yang melakukan pelanggaran ketidaknetralan dapat dipidana harus memenuhi unsur – unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana diungkapkan oleh Chairul Huda yaitu :adanya suatu tindak pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar (Mandasari, P. 2017) :

1) Unsur adanya suatu tindak pidana

Unsur ini terkait dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang intinya seseorang tidak dapat dihukum jika tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Kurnia 2013).  Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam konteks pejabat ASN telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang Pilkada, dimana Pejabat ASN harus menjaga netralitas dalam perhelatan pilkada, tidak diperbolehkan ikut mendukung dalam pilkada (Nurul Qomar 2012). Pejabat ASN telah secara nyata menyebarluaskan spanduk/banner/baliho yang isinya berupa ajakan kepada masyarakat, untuk memilih salah satu pasangan calon.  Tindakan tersebut melanggar Pasal 71 ayat (1) Undang-undang pilkada.

2) Mampu bertanggung jawab

Berdasarkan pasal 44 KUHP intinya seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, apabila didalam diri pelaku jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit. Jika dikorelasikan dengan tindakan Pejabat ASN yang melanggar netralitas bahwa kondisi kesehatan pejabat ASN tersebut dalam keadaan sehat atau baik, tidak mengalami cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit misalnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), sehingga mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan (Sarundajang 2003).

3) Dengan kesengajaan atau kealpaan 
Pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) unsur kesalahan dalam hukum pidana yaitu : kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Tindakan pelanggaran netralitas yang dilakukan pejabat ASN, pada hakekatnya dilakukan secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang serta dapat menimbulkan sanksi pidana bagi dirinya, tetapi tindakan tersebut tetap dilakukannya (sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan).  Dengan demikian unsur dengan sengaja ini juga terpenuhi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya (Sri Hartini 2009).

4) Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar

Dalam doktrin hukum pidana, bahwa alasan pemaaf dan alasan pembenar dapat dijadikan sebagai dasar bahwa seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana tapi dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana (Muladi 2000). Jika dikorelasikan dengan tindakan pejabat ASN yang memihak pasangan calon dalam pilkada, tidak terdapat unsur alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat meniadakan atau menghapus pidananya. Tindakan pejabat ASN yang tidak netral  murni merupakan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana (tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar) (Amins 2012).  

Pelanggaran netralitas ASN, dengan ikut terjun dalam dunia politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon murni kegiatan pribadi sama sekali tidak berkaitan dengan Jabatan/tugas pokok fungsi kedinasan di intansi pejabat ASN tersebut bertugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat (Mat Zudi 2012). Tidak ada tugas jabatan yang berkaitan dengan tindakan memihak pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.  Pasal 51 ayat (2) KUH Pidana, yaitu yang pada intinya bahwa konsekuensi tindakan pelanggaran netralitas yang dilakukan pejabat ASN tersebut merupakan tanggung jawab pribadi bukan merupakan tanggung jawab jabatan (Moh Kosnoe 1996).

Pejabat ASN dapat dipidana karena ada unsur niat dengan sengaja (mens rea) telah melakukan tindakan yang bersifat provokatif atau ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Hal tersebut sudah merupakan pengetahuan umum bahwa spanduk maupun poster yang menampilkan pasangan calon dalam Pemilihan Umum adalah bentuk ajakan untuk memilih calon tersebut, terlebih lagi spanduk ataupun poster merupakan salah satu bentuk alat peraga kampanye (Satya Arinanto 2000).


Pejabat ASN yang melakukan pelanggaran netralitas memenuhi unsur kesengajaan karena tindakannya mengajak ataupun memprovokasi orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon, berarti tindakan tersebut sudah termasuk tindakan yang memberi keuntungan kepada pasangan calon tersebut sebagaimana dimaksud tindak pidana pelanggaran netralitas tersebut masuk dalam delik formil yang terdapat pada Pasal 188 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Pulungan 2017).

PENUTUP

SIMPULAN 

 Subyek hukum Pejabat ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) dalam perspektif Undang – Undang ASN pada prinsipnya semua ASN dalam tingkatan apapun merupakan Pejabat ASN ( Pejabat Administrasi, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional. Dalam Teori Kewenangan tindakan Pejabat ASN yang tidak netral dalam Pilkada, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena tidak terdapat unsur : atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam teori kewenangan  Tindakan seperti yang dilakukan oleh pejabat ASN yang mendukung salah satu pasangan calon tidak ada unsur ketiga hal tersebut, maka tindakan tersebut masuk dalam katagori  “Cacat kewenangan”.Pertanggungjawaban  Pejabat ASN Yang melakukan tindakan pelanggaran netralitas dalam Pilkada merupakan tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab kedinasan, artinya tindakan yang tidak netral dalam Pilkada bukan karena perintah jabatan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) KUHP. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan jika memenuhi 4 (empat) unsur yaitu : adanya suatu tindak pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.
SARAN

Masalah pemidanaan terhadap pejabat Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran netralitas  bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dirumuskan secara jelas agar mudah membedakan rumusan tersebut masuk dalam delik formil atau delik materiil.  
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